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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUM!
NOMOR 429/A4p.10- pis pi/2010

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN KELAS JAUIH SEKOLAH MENENGAH FERTAMA

“tenimbang

Y'angingat

(SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

+ KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa unwk menjamin sistem penyelenggaraan dan rnieningkatkan
mutu Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Menengat P¢:tarna (SMP)
Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siuxabumi, mzks
perlu menetapkan Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neger,

bahwa Kelas Jauh Sekoah Menengah Perama  (SMP)
Negeri 1 Cibadak di Cibadak, Sekolah Menergah Fertama (SMP)
Negeri 1 Parungkuda di Parungkuda, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 1 Kabandungan di Kabandungan, Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 1 Jampangtengah di Jampang*sngah, Seko!zh
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Janmipangkulon di Jampangkiilon
Sekoiah Menengah Penaina (5MP) Negen 1 Kalibundar di Kaiiduider .
Sekolah Menerjah Pertama (SMP) Negeri 1 Surade ¢ Surade dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ciemas 1. Ciemas, teizh
meémenuhi persyaratan formai dan naterial unluk  ditetapkan
penegeriannya sesuai dengan peraturan penindang-undangan veng
berlaku;

bahwa unluk maksud dan kepentingan sebagaiman: :ersebut izce
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusar Bupati

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Eeri‘a
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1974 tentang Pokok-pckok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonwor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Unaang-Undang Nomo: 43
Tahun 1998 tentang Perubairan Atas Undang-Uindany Nomor & Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55. Tambahan lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285,
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistern Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2003 Nomaor 78
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4302,

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tat.un 2004 Nomor §, Tamb&gnan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik :ndonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tarabahan !'embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksazn
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lerabaran Nsgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Deerah
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427)
sebagaimana telah diubah dengan Undanj-Undang Nomor 12 Tanun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahiun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negsa
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nenior 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomai & *13):

12, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stardar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indoriesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200€ tentang r.naelclean
Keuangan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomicr
4578), _

14, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 {entsng Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaiian Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16&
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

15.Perawran Feinerintah Nomor 38 Tahur 2007 tentarg Fembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pamerintahan Daerah
Provinsi dan Femerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Le baran Negara
Republix Indchesa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran
Negara Repub'« Ingcnesia Nomor 4737);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Per gelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 2007

‘f;l_?mt;r 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesis Norior
38):

17.Peraturan Pemerintah Nomor A1 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib Beiajar
(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90
Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Memor 4863);

19. Perawuran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guiu (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941\

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tenlang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangon
Kehormatan Profesor (Lembaran Negare Republik Indonesia Tehun

2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repub'ik Indoresia
Nomor 5016);

21.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang
Pedoman Penugasan Guru Sehagai Kepala Sekoiah:;

22, Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Buku Teks Pelajaran:

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor £5 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tzhun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar cian Msnengabh,

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahin 2006 tenaing

"

Standar Kompetensi lulusan (SKL):

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualisifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

27.Peraturan Menteri Pendidlxan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang
Sertifikasi Bagi Guru daiam Jabata_n;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun.2007 tentany

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan:

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 fahun Z3iCT tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekoleh Dasar/Madrasah
ibtidaiyah (SD/MI). Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah
(SMP/MTS), dan Sekniah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

37 Peraturan Mente~ e~z dka~ Nasicnal Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Stancar Pengeicaan e~z < «an ole~ Pe~a-intah Daerar:
.
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32, ggﬁltluran Merteri Pendidikan Nasional Momor 2 Tahur 2008 tentang

33. Peraturan Menteri Perididikan Nasional Nomor 12 Tahu:1 2008 tentany
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Keiayakan
untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran:

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tenteng
Stardar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah:

é 35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahur 2008 tenta:g
Standar Tenaga Pe nustakazn Sekolah/Madrasah:

36. Peraturan Menteri Pendidixan Nasional Nomor 26 Tahuin 2008 lentzng
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah:

37.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 060:U1/2002 teriang
Pedoman Pendirian Sckolah:

38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2610
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

39. Peraturan.Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urus:z n Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabtimi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1)

;E. 40. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Orgérusasi Perargkal
. Daerah Pemerintan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kaburzien 5
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32):

41.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang renyeiengga-azn

3 Pendidikan (Lembaran Daersh Kabupaten Sukszhumi ‘‘ahun 2208
Nomor 9); '

42, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struklur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Fendidikan Kabupaten Sukabumi
(Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahtin 2008 Nomaor &1).

MEMUTUSKAN :

T e T Y

Serszokan .

=5~TU " : Menetapkan Penegerian Keias Jauh Sekolah Menengah Pertama (3Mf)
Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupater Sukabtmi.

EDUA : Penegerian Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri-
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adzlah :
a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cibadak;
bk Sekolah Menengah Pertama (SM\?) Negeri 2 Parungkixia;
c. "Sekolah Menengah Perlama (SMP) Negeri 2 Kabandungan;
d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 jarnpangtsigoh
e. Sekolah Menenguii Pertaina (SNiF) Negeri 3 Jampangkuion;
f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kalibunder:
Sekolah Menengah Pertarna (SMP) Negeri 5 Surade;
Sekolah Menengah Fertama (SMP) Negeri 3 Ciemas, s
{ Seckelah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Ciemas. -« .+ - =

Dengan diietac<z"~;2 penegenan Sekolah Menengah Pertama (GHMF)

Neger 3ebagz —z2-:z c ~aksud pada Diktum KEDUA, maka sisiem
penyeiennsama=" I2°x 2 <2~ ~gxanisme kerja serta tenaga pendidik dzn

~z-_s sazera 'sesuzikan berdasarkan

X@eDenc:c <g@” S2I3TE
- pale— T S ~ .

- - -
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* Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus

melaksanakan tugas pengawasan sebagaimane dimaksud vada Diktum
KEDUA, secara optimal.

: Dengan ditetapkannya I<eputusan ini, maka ketentuan lain yzng
bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dn.yatakar tidak beilaiu.

. Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
_.-pada tanggal 3 Pebruari20:C
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